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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan:
1. Kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan
sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:
a. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Adat yang Sudah Mengakar
b. Musyawarah Adat Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa
c. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat
dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:
a. Pemahaman dan Penghargaan Terhadap Adat Istiadat
b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Beragam
c. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat
d. Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat
e. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Eksternal
B. Saran
1. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pentingnya
kolaborasi Integrasi Hukum Adat dengan Peraturan Negara
Antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan negara. Pemerintah
dan pemangku adat perlu menciptakan kerangka Kkerja yang
mengakomodasi keduanya, di mana hak-hak masyarakat adat atas tanah

ulayat tetap terlindungi sesuai dengan hukum adat, namun juga dihormati



dalam kerangka hukum negara. Sebuah model integrasi yang bersifat
inklusif bisa diusulkan sebagai cara untuk menghindari potensi konflik
antara keduanya.

. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyelesaian sengketa tanah
ulayat, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan
pemangku adat. Pelatihan tentang kepemimpinan yang adil, tegas, dan
bijaksana, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi tantangan
modern, seperti penggunaan teknologi dalam pengelolaan tanah, sangat
penting. Penelitian ini bisa mengusulkan program-program yang dapat
mendukung pemangku adat dalam mengasah keterampilan kepemimpinan

mereka, baik melalui pelatihan formal maupun pendidikan informal.
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